PUTUSAN

Nomor 0058/Pdt GIZ018/PA Thh

S

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAMA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memernksa dan mangadili petkars
fenonty pada tngkal permama dalam  persidangan  Makim  Majels  slan
Mianjatutian potosan dalain pedkars caral gugat mvtarn

umur 3% tatiun, sgame islem, pakedann
i Rumah Tangoa, tempst inggal 4i Jaien Prot
M, Yamin, SH Lorong Tnmun Part 16 Kelurahan
Tombilahan  Hilr  Mecamatan  Tembillahan
Kabupaten Indragirt Hilv | sebagar Penggugast
mhelawnn

Coumyr 34 tahun,

Agama ialam, pekedasn -, tempm inggll di Jalan

imam Bonjol Lorong Bayan RT.008 RW. 005 No.
28 Kelymhen Tembilaban Kota Kecamatan
Tembitahan Kabupaten Indragic Millk, sebagai
Tergugat

Pengaditan Agama ersebut,
Tetah membacs dan mompeiaian berkss porkara,

Tatah mandengar Kelwangan Petggugst serts momecdkss buktl sumt
dant saksbsaks) of persidangan.

DUDUK PERKARA

Merimbang, babwa Pongguget dengan surdt gugatannys tanggei 21
Junuen 2016 yang telah lecoaftar i Kepanidersan  Pengadian  Agama

Termbiahan  pada

tanggal 26 Januan  20%  dengan  Nomor

DOSEPAL G20 16PA Tuh mengemukakan hal-haf sebagal benkut:
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. Bahwa Penggugat dengsn Tergugatl adaiah suami-istri sah, menikah

pada tanggal 03 April 2006 dihadapan Pegawal Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragin Hilir,
sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 155/07/1v/2008, tanggal
03 April 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut,

. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Targugat hidup barsama

sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di
Parit 16 Tambilahan Hilir selama kurang lebih 2 tabun kemudian pindah
di wumah kontrakan o Desa Pulay Palas selama kurang lebih 1 tahun
kemudian pindab di rumah kontrakan di Lr. Kolong Tembifahan Kota
selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhir pindah di rumah Kakak
Angkat Tergugat di Ji Imam Bonjol Lr. Bayan Tembilahan Kota selama
kurang lebth 3 tahury;

- Bahwa sefama daslam ikatan pemikahan tersabut Penggugat dengan

Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknys suami-sti
(ba‘da dukhul), telah dikaruniai seorang anak, bamama

umur 7 tahun 6 bulan,
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat,

. Bahwa sejak bulan Mel tahun 2008 kehidupan rumah tangga Ponggugat

dengan Tergugel sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagt karena
senng terjadi parselisihan dan penengkaran, yang penyetabnya adalah;

a. Tergugat telsh menjalin  hubungan cinta/selingkuh  dengan
perempuan lain,

b. Tergugat sering keluar malam meninggatkan Penggugaet di rumah
tanpa keperluan yang jelas;

. Bahwa puncak perselisthan dan pertengkaran Penggugat dengan

Tergugal tefadi pada bulan Aprl tahun 2015, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugst pada alamat sebagaimana temsebul diatas
sefingga sampai sekarang ini teish berpisah tempat tinggal setama
lebih kurang 9 bulan, selama berpisah tersebut antara Pengguget
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dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak
berhasil,

6. Banhwa berdasarkan fakta-fakia tersebut di atas, keadaan rumah tangge

Perggugat den Tergugat tidak mungkin dipersatukan Jagl dengan
Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya

dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesual dengan
ketentuan yang berlaky.

Berdasarkan alasan/dall-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan,
agar segera memerksa dan mengadill perkara inl, selanjutnya menjatuhkan
putusan sebagal benkut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan taiak satu ba'in shughro Tergugat
terhadap Penggugat
3. Apabila gugatan saya inl dipulus dikabulkan mobon memerintahkan
Paniters  Pengadifan Agama Tembilahan untuk mengiimkan  salinan
putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal

Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannys pemikahan
tersebut,

4. Membebankan biaya parkara menurut hukum;
SUBSIDAIR,
Apabila Majelis Hakim berpendapat tain, mohon putusan yang seadil-adiinya;.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara & quo Majelis Hakim
telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan

Menmbang, bahwa pada hard dan tanggal yang telah ditentukan
Panggugat in person hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan
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dan tidek pula mengutus orang lain sebagal wakil atau kuasanya sedangkan
bardasarkan  berita acara  panggilan  (refaas)  panggilan  Nemor
055/Pdt GRRO1E/PA Thh Tergugat telah dipanggil Z (dua) kali pada tanggal 03
Februart 2016 dan 07 Maret 2018 tetapi tidek pemah datang menghadap ol
parsidangan. panggilan terhadap Tergugat dilaksanskan secara sah dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disehabkan alasan yang dibenarkan
undang-undang.

Menimbang., bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka upaya Mediasi tidak dapat diakukan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat
agar berdamai dengan Tergugat. Upaya tersebut tidak berhasi, dan Penggugat
menyatakan tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut. Tergugat tidak pernah
mengajukan jawaban dan tidak bisa didengar keterangannya karena tidak
pamah hadir di persidangan.

Manimbang, bahwa untuk memperkust dalil gugatannya, Penggugat telah
meEngajubkan bukt sural berupa:

a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 155/07/IV/2006, yang asiinya
dikeluarkan oleh Kantor Uruson Agams Kecamatan Tembitahan, Kabupaten
Indragitt Hilir, tanggal 03 April 2006, lalu Majelis memerksa bukti surat
tersabut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeteral
cukup dan telah di legalisir Pantera Peangadilan Agama Tembilahan,
kemudian oleh Ketua Majelis diben tanda P 1,

b. Surat Keterangsn Nomor 07/UMNRZOE tanggal 17 Mei 2016, selalah
diperksa temyata surat tersebut ash, dikeivarkan oleh Lurah Tembiiahan
Kota Kecamatan Tembilahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2

Selain ilu Penggugat juge mengajukan 2 (dua) orang saksl dan telah
didengar keterangannya di persidangan sebagai berikat:

1L , umur 46 tahun, agama kstam, pendidikan
SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Prof. M.
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Indragin Hilir, saksi di bawsh sumpahnya memberikan keterangan sabagai
berikut:

Bahwa saksi kakak Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugs!.

Bahwa Penggugat dan Tergugal mentkeh pada tahun 2006 di KUA
Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragin Hiir.

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah bertempat tinggal
terakhir di rumah kakak angkat Tergugat di Ji. Imam Bonjo! Lr, Bayan
Tembilahan Kota sefama kurang lebih 3 tahun.

Babhwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis (ba'da dukhul) dan telah dikarunai seorang anak yang
sant ini dalam asuban Penggugat.

Bahwa sejak tahun 2008 sering tedadi perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat teiah
sefingkuh dengan peremipuan lain dan telsh hidup bersama dengan
perempuan lersebut.

Bahwa sefain itu Tergugat juga jarang pulang ke rumah.
Bahwa saksi pemah melihat langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar,

Bahwa sekarang inl Penggugat dan Tergugat tetah pisah tempat tinggal
selama  kurang  lebh  setahun, karena Tergugat meninggalkan

Penggugat.

tahwa upaya perdamalan telah dilakukan, tetapi tidak berhasil dan tidak
ada fagi harapan rukun kemball,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini

cukuplah menunjuk kepada bedta acara sidang yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari putusan int.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang. bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkaa.
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- Menimbang, balwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah
adinya perselis perten
mmm = tha.n dan gkaran antara Penggugat dan Tergugat
5 us, sehingga Penggugat berpendapal bahwa fumah tangga
nggugat dan Tergugat sudah fidak bisa lagi untuk dipertahankan

Kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan

WMbm. bahwa Peradian Agama bertugas dan berwenan
:::::::9 :1::::; ::,,, menyslesalkan perkara di fingkat pertama anw:
o e dmdi :idang perkawinan waris, wasiat, bibah, wakaf,
g ~°mo; : Te OneMi syarish didasarkan kepada Pasal 49

ahun 1989 sebagaimana diubiah untuk Kedua
kalinya dengan Umng»Undanq Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Tembilahan

Me
= Tm b::w- berdasarkan pertimbangan di atas. Pengadilan
g Lendapat gugatan Panggugat yang boertujuan untuk

Tmonggug aigugst  adalah kewanangan  Pen adi
embilahan. T e

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat

h k i ag d
!

_ Malaeran 7 dari 14 halgy
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Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 menyatakan bahwa untuk melakeksn perceraian harus ada cukup alasan
bahwa antara suami isth itu tidak akan dapal rukun sebagal suami istrl.

Menimbang, bakwa dan pasal.pasal tersebut dapat dipahami bahwa
yang berhiak untuk mengajukan gugatan perceraisn adaldh suami atau istn sah
yang pemikahanmya tersebut dilaksanskan menurut hukum masing-masing
agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
beraku yang telah cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak skan dapat
rukun sebagal suami stn

Manimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan
keterangan Penggugat di persidangan yang menyatakin bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami isri sah, maka Pengadilan Agama Tembilahan
herpendapat bahwa Penggugat adalah otang yang barkepentingan dan patut
menjad) pihak-pihak dalam perkara inl (persona standy in judicio).

Pokok Gugatan

Menimbang, tahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
mamerintahkan Jurusita Pengganti Pengaddan Agama Tembilahan memanggil
Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan

Menimbang, bahwa pangghan terhadap Tergugat juga disertai dengan
melampirkan salinan surat gugatan Penggugal

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah
memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1888 jo. pasal
26 Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1975, oleh sebab tu Pengadilan
Agama Tembilahan berpendapat bahwa panggilan kepada Psnggugat dan
Tergugat adalah resmi dan patut.

Menimbang, bahwa atas pemanggitan tersebut Penggugat in person
hadir di persidangan, sedangkan Tergugm tidak hadir dan tidak mengutus wakil
atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiranfiya ftu bukaniah hal-hal ysng
dibenarkan oleh undang-undang. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembitahan
berpendapat bahwa sesunl dengan ketentuan pasal 150 R.Bg Majolis telah
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Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiministras| Kependudukan jo. Pasal §
Kompilasi Hukum islam, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan
Tergugat telah tecikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah asli surat kelerangan yang dibuat
oleh Lurah Tembilahan Kota tentang hal ihwal keberadaan Tergugat yang
sydah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak Agustus 2015, bukti P2
meskipun kedudukannya hanys berupa buktl permulaan tetapi disebablan
selama persidangan bertangsung tidak permah didantah oleh pihak manapun,
miaka bukti P 2 dapat dipertimbangkan daiam perkara in

Menimbrang, bahwa saksi | (NUR AZIZAH BINTI M, SALIM) adalah
tetangga Penggugat dan saksi Il (FITRIYANTI BINTI JUHRANI) adalah saudara
kandung Pengougat, keduanya tefah memberkan keterangan di bawah
sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesusi ketentuan Pasal 175 R Bg
kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian,

Manimbang, bahwa keterangan saksi | dan saksi || Penggugat masing-
masing berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung. dan  bukan
semata-mata cerita-cerita dan hasil pikiran (testimonium de audiu), maka
Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah
memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian
dan tidak bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para
saksl tersebut patut untuk diyakimi kebenarannya dan talah sesusi ketentuan
Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan
Agama Tembiahan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat
telah memenut syaral formil dan materd ditenimanya kesaksian, sehingga
koterangan saksi-saksi tersabut patut diterima,

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat
berasal dari pibak keluarga Pengqugat yang menyatakan bahwa pihak keluarga
sudah pemah mengupavakan perdamaian antara Pengguget dan Tergugat,
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tatapt tidak berhasil. Dangan demvikian maksud ketenluan Papal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1875 dipandang telah terpenuhi.

Menimbarng, bahwa dari gugaten Penggugat, yang didukung bukt P.1
dan P2 serta 2 (dua) ofany saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas,
Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Babwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isti yang sah
menikah pada 03 April 2006 dan telah dikaruniai seorang anak yang
sekarang ini dalam asuhan Penggugat

- Bahwa sejuk tahun 2008 antara Penggugat dengan Targugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara ferus menerus yang
disebabkan:

a, Tergugal telah menjalin berselingkuh dengan perempuan lain dan
telah hidup bersama dengan perempuan tersebut fanpa Ikatan
perkawinan yang sah;

b, Tergugat sering keluar matam meninggatkan Penggugat di rumah
tanpa keperiuan yang jelas.,

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang inl sudah
berpisah tempat tinggal selama kurang febih 1 tahun, karena Tergugat
meninggalkan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak diketahu) secara past afamatnya o wilayah
Republik Indonesia sejak Agustus 2015

Batwa Penggugat dengan Tergugst sudah dinasihati dan diupayakan
agar rukun kemball sebagai suami-str, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahws berdasarkan fakta tersebut di  atas, Majelis
berpendapat bahwa dalil-dalil dan asiasan gugatan Penggugat telah terbukti
kebenarannya. dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marrioga) serta sudab
sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagt
dalarm membina rumah tangga.

Makaenary 11 gart 4 halnman
Putusan Nomor GOASIMGYL G204 G/F A Thiy
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Menimbang, bahwa pecahnya rumah tenggs Penggugat dengan
Tergugat dapat difihet dari fakla Penggugat telah berpisah tempat tinggal
dengan Tergugat selama kurang lebihy 1 tahun lamanya. Upaya damai teiah
ditakukan balk oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama
pemeriksaan perkara inl tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tdak diketahul lagi
keberadaannya dan juga statusnya apakah masih hidup dan atau telah
meninggel dunia sjak Agustus 2015, sedangkan Penggugat telah lama
ditinggalkan tanpa status hukum yang jelas, tanpa nafkah dan juga kabar
tentang Tergugal, sehingga demi kepastian hukum dan stau untuk menghindari
paradigma negatif masyarakat terhadap din Penggugat, maka harus segera
ditentukan status Penggugat apakah masih berstatus istn Tergugat atay
selainnya.

Menimbang, bahwa perceratan merupakan perbuatan yang sedapat
mungkin dihindari  oleh setiap pasangan suami  istri, akan tetapl
mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut
di atas, Majalis Hakim barpendapat justru akan mendatangkan kemudhiratan
yang lebih besar, sejatinya kemudharatan o harus dihindari atau dibitangkan
sabagaimana Qaldah fiqih yang berbunyt

J b gl
Atinya: "Sesuatu yang membabayakan haruslah dihifangkan”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
berkesimpulan bahwa alasan perceralan Penggugal telah memenuhi keterduan
pasal 20 ayet (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf {f)
Paraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompitasi
Hukum |siam, dengan demikian gugatan Penggugatl sudah sepatutnya
dikabulkan dengan menjatutikan talak satu bain sughra Tergugat terhadap
Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beratasan dan
fidak melawan hukum, maka majelis berkesimpulan berdasarkan pasal 150

Hataman 12 dent 34 halaman
Putuse Nomor BOSSIPILG/2016PA Thh
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R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat {verstok)
dan petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan pula dengan
menjatubkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Pengguget.

Menimbang, bahwa sesual kelentuan pasal 84 Undang-undang Nomar 7
Tahun 1988 diperintahkan kepada Panitera Pengadidan Agama Tembilahan
untuk mengiimkan salinan putussn yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pagawal Pencatat Nikah Kartor Urusan Agama Kecamatan tempat
tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan tempat dilsksanakannya perkawinan, untuk dicatatian
dalam daftar yang telah disedakan uniuk ity

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
porkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun
1069 Tentang Peradilan Agama, maka sernua bisys yang timbul daism perkara
ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat bunyl pasal-pasal dan paraturan perundang-undangan yang
beriaku seta nash syar'l yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADIL!

1. Menyitakan Tesgugat yang tetah dipanggll dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in - sughro  Tergugat
terhadap Penggugat

4. Memaerintahkan Panitera Pengadilan  Agama  Tembilahan  untuk
mengirimikan salinan Putusan inl yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Kamor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten
Indragin Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disadiakan untuk itu;

5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumiah Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Malaoan 13 dan 44 hilgman
Putusan Nomor GOSSIPOL V201 6PA Toh
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Domikian putusan inl dijatubkan berdasarkan musyawarah Majelis
Hakim Pangaditan Agama Tembilahan pada hart Rabu tanggal 08 Juni 2018
Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1437 H, oleh kami Drs. M
SYUKR! sebagal Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.HI dan
FATHUR RIZQI SH.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini
diucapkan oleh Ketua Majefis pada hari itu juga datam sidang terbuka untuk
umum, didampingl oleh Hakim-hskim  Angaota, dengan ISKANDAR
ZULKARNAINI, S Ag sebagal Panitern Penggantt serta dihadin oleh Penggugat

Aj Hakim Anggota,

Fiw— iy

RIKI DERMAWAN, S.H.I FATHUR RIZQI, S.H.I
Panitera Pengganti,

~

ISKANDAR ZULKARNAINI, 5.Ag

Bincian Blaya Peckarn;

1. Biaya Pendaftaran, - - e = Rp. 30.000.-
2 Biaya Proses, = Rp. 50000-
3. Bisya Panggéan, - = Rp. 150,000,
4. Blaya Redaksi, = Rp. 6.000-
5. _Biayn Materai; . e = Rp. 6,000
Jumliah = Rp 241000,
Halsroon 14 datt 14 halgeran
Putyman Norodr 00SS/POL G/ TMPA. Yon
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